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ABSTRACT

Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia has never bssn ons cass sentenced
to death. In Law No. 31, 1999 in conjunction with the Law No. 20, 2001 concerning the
eradication of Corruption Crimes or the so-called PTPK Law provides capital punishment
for the perpetrators of corruption, namsly in Article 2 section (2) of the PTPK Law.
contained in the formulation of Article 2 ssction (1) of the PTPK Law, turns out that the
most important problem in applying this article is the interpretation of the phrase "under
certain circumstances”. To impose capital punishment sanctions is not casy since there is
still debate as not all people agree with these heavy sanctions, for people argue that the
imposition of capital punishment is considered to violate human rights. Although the right
to life has been guaranteed by the constitution, howsver Indongsian constitution doss not
adhere to the principls of absolute human rights, in which can be seen from the provisions
of Article 28 J section (2) of the 1945 Constitution as the closing article of the chapter on

human rights.
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PENDAHULUAN

Indonesia masih saja diselimuti awan
gelap korupsi dengan berbagai ragam dan
rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji
dalam  masa  pemerintahannya  akan
menghilangkan korupsi dan memberantas
sampai ke akar- akanya. Namun, Kkorupsi
tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya
korupsi  terssbut  telah  menimbulkan
kantorng-kantong kemiskinan dalam
masyarakat. ~ Meskipun  korupsi  dan
kemiskinan  tidak memiliki  hubungan
langsung, namun dengan terjadinya tindak
pidana korupsi akan memiliki dampak yang
signifikan tumbuh suburnya kemiskinan.
(Hukum & Syiah, 2017)

Secara  harafiah  korupsi  berarti
“kebusukan, keburukan, kebgjatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau
ucapan yang menghina atau memfitnah (The
Lexion Webster Dictionary 1978). Kata
korupsi berasal dari bahasa Latin ‘corruptio’
yang berarti perubahan atau penurunan”.
Menurut terjemahan Black’s Law Dictionary,

(Dyatmiko&R., 2008) korupsi Vyaitu: Suatu
perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk memberikan suatu keuntungan yang
tidak sssuai dsngan kewajiban resmi dan
hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari
seorang pcjabat atau kepercayaan yang
secara melanggar hukum dan secara sah
menggunakan jabatannya atau karcktsrnya
dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak
lain.

Keberadaan sanksi pidana yang tegas
memiliki peran yang sangat penting dalam
proses pemberantasan korupsi, diantaranya
sebagai alat untuk memberikan efek jera,
memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun
bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana
itu, dan seckaligus pendidikan agar kejahatan
itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain.
Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata
ditunjukan pada pelaku kejahatan, melainkan
juga untuk mempengaruhi norma-norma
masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Secara teoratik, sanksi yang berat akan
membuat pelaku kejahatan menjadi takut
sechingga mengurungkan niatnya melakukan
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kejahatan. Besar dan beratnya sanksi
biasanya mencerminkan beratnya dampak
kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan
pemerintah untuk mengatasinya. Schingga
dalam prosas penegakkan hukum,
masyarakat lebih sering melihat besar-
kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit
atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi
sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan
penegakan  hukum. Meskipun  asumsi
demikian tidak sepenuhnya tepat, tapi banyak
benarnya dan masuk akal bagi masyarakat.
Masyarakat pada umumnya tidak semuanya
paham bagaimana caranya menegakkan
hukum, yang mereka tahu dan inginkan
adalah melihat bagaimana hukum itu dapat
ditegakkan sstegas-tegasnya terlebih lagi
bagi koruptor agar tercipta rasa keadilan bagi
masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas
merupakan bentuk upaya represif
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejak diundangkannya UU PTPK hanya
ada satu koruptor yang dikenai sanksi pidana
maksimal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang
divonis 20 tahun penjara, sedangkan koruptor
lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun
penjara saja bahkan banyak yang kurang dari
itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis sanksi
pidana mati untuk koruptor, belum pernah
ada ceritanya di negeri ini.

Di dalam UU PTPK sghgnarnya sudah
ada ruang yuridis yang dapat digunakan
untuk memberikan sanksi pidana mati
terhadap koruptor yaitu di Pasal 2 ayat (2)
UU PTPK. Sayangnya, penjatuhan sanksi
pidana mati yang terdapat di pasal tersecbut
masih bagaikan macan ompong Kkarena
hingga detik ini dalam pelaksanaanya belum
pernah ada satu pun putusan pengadilan di
Indonesia yang berani menggunakan pasal
ini. Hal ini mungkin dapat menjadi cerminan
akan lemahnya supremasi hukum terhadap
pemberantasan tindak pidana korupsi. Di
Pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah dirumuskan
bahwa: Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana
mati dapat dijatuhkan.

Pasal di atas telah memberikan suatu
aturan yang tegas bahwa siapapun yang
melakukan tindak pidana korupsi, dalam
keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman
mati. Secara substansi, aturan ini tentu sangat
ideal dan bisa menjadi senjata pamungkas
pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia. Akan tetapi, sungguh disayangkan
meskipun UU TPTK tersebut telah disahkan
segjak tahun 1999, hingga kini tidak ada
seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman
mati. Padahal, koruptor di Indonesia
jumlahnya begitu banyak. Unsur-unsur yang
terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
pun sudah mereka penuhi.

Ternyata, bitla ditelusur Isbth jauh,
masalah terbesarnya terletak pada penafstran
frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada
penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam
keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah
keadaan yang dapat dijadikan alasan
pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana
kerupst, apabila:

1. Tindak pidana ftu dilakukan terhadap
dana-dana yang diperuntukan bagi:

a. Penanggulangan keadaan
bahaya;

b. Bencana alam nastnoal;

c. Penanggulangan aktbat
kerusuhan sestal yang meluas;

d. Penanggulangan krists

ckenamt dan mnoeter.

2. Pengulangan tindak pidana kerupst.

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam
hal tindak pidana koerupst dilakukan terhadap
dana-dana  yang  diperuntukan  bagt
penanggulang  keadaan bahaya tslah
dibedakan menurut kategeri  tingkatan
bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat
stptl, keadaan darurat militer; dan keadaan
darurat perang. Kemudian dalam hal tindak
ptdana kerupst dilakukan terhadap dana-dana
yang diperuntukan bagt bencana alam
nastneal sangatlah rawan terjadt.

Sankst ptdana mati yang termuat dalam
UU PTPK int sebenarnya bukanlah sesuatu
yang baru, karena sebelumnya di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dt Pasal 10 nya juga telah
diberlakukan adanya suatu sankst pidana
mati sebagai salah satu jenis sankst pidana
pokek. namun demikian, tidaklah mudah
untuk menerapkan sankst pidana terberat int.
Selain dibutunkan ketegasan dari aparat
penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan
hakim, juga perlu dukungan dari masyarakat.
namun sayangnya tidak semua masyarakat
sepakat dengan sankst ini, mereka berdalth
bahwa penjatuhan sankst pidana matt
dianggap melanggar hak-hak kemanustan.
Perspalan akan perlindungan Hak Asast
Manusta (HAM), khususnya perlindungan



hak untuk hidup, selama int menjadt
batusandungan yang besar bagi penjatuhan
sankst pidana mati untuk kerupter, meskipun
secara nyata korupter dianggap sebagai
sampah masyarakat dan korupst telah
menysbabkan berbagat macam persealan dt
negert tnt.

Adanya perlindungan HAM memang
merupakan suatu kesekuenst logis dart suatu
negara hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945  telah
dirumuskan bahwa: “negara Tndnoesta
adalah negara hukum”. Salah satu tndikast
suatu negara hukum adalah adanya
pengakuan HAM dan menjamin HAM
tersehut malalut undang-undang.
Parlindungan hak untuk hidup sendiri telah
dtjamio nlsh UUD 1945 melalui Pasal 28 T
ayat (1) yang merumuskan bahwa: Hak untuk
hidup, hak untuk tidak distksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hatt nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakut sebagat pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asast manusta yang tidak dapat dikurangt
dalam keadaan apa pun.

Perbincangan mengenai perlindungan
hak int memang sudah cukup lama dalam
wacana hukum pidana namun sepertinya
tidak akan pernah usang untuk dikajt karena
sekali hak tni terampas maka sscanggth
apapun tekenlegt dan sekuasa apa pun
seseorang tetap tidak akan mampu untuk
mengembaltkan hak int seperti sedia kala.
Parlindungan hak untuk hidup int merupakan
bagain dart sekian banyak perlindungan
HAM vyang dibertkas nlsh UUD 1945.
“Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 tgclah
membertkan jaminan HAM kepada settap
warga negara, yang kesemuanya ttu bermuara
pada pristp persamaan kedudukan di hadapan
hukum (equalsty before the law) .(C., 2006)
Akan tetapi mengenai pengertian prinsip
squality before the law haruslah dtartikan
secbagai prinsip yang berdasarkan dengan
Pancasila. Mengenat hal ini, Soenawar
Sockawatt beperndapat bahwa: Pengertian
dart prinstp equality bsfors the law dalam
pengerttan Pancastla mempunyai perbedaan
dengan prinstp yang dianut olsh negara-
negara demokrast barat, yaitu bahwa
persamaan, kedudukan, dan kebehasan di
Tndnoesta  adalah  ksbsbasan  yang
bertanggung jawab, Artinya, HAM tidak

bersifat mutlak karena setiap warga nsgara
wajib mematuhi hukum dan peraturan yang
berlaku. (C., 2006)

Keberadaan HAM sckarang int haruslah
dipandang sebagat hak asast yang
bergandengan tangan dengan kewajiban
asast. Disamping settap orang dilindungt
haknya oleh negara, mereka juga diwajtbkan
untuk menghormatt hak orang lain. “Setiap
langkah yang menyangkut hak-hak asast
manusta di Tndnoesta hendaklah dengan
selalu berpaling kepada Pancasila schagat
sumber pengakuan akan harkat dan martabat
manusta”. (M., 1987) Pecletakan pola dasar
hukum Pancastla dengan menckankan adanya
kesstmbangan antara hak dan kewajthan
merupakan sebuah ksharusan agar tercipta
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara

Sedangkan dalam penelitian int yang
menjadi  permasalahannya  dikemukakan
sebagat bertkut; Bagatmanakah penjatuhan
sankst pidana mati terhadap pelaku tindak
pidana kerupst dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Kerupst, serta
Bagatmanakah penjatuhan sankst pidana matt
terhadap pelaku tindak pidana karupst dalam
perspektif Hak Asasi Manusta.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi
pidana pakek dapat berdiri sendiri walaupun
tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya,
penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak
dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana
pokek yang dijatuhkan. Disamping itu, sifat
dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak
pidana korupsi adalah kumulatif, dalam arti
bahwa penjatuhan sanksi pidana pekok
diterapkan secara bersama-sama. Hal ini
berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal
sistem kumulasi pidana pekek dimana tindak
pidana yang sama kepada pelakunya tidak
diterapkan lebih dari satu pidana pokoak,
misalnya pidana penjara dan pidana denda.

Adapun sistem penjatuhan sanksi yang

ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam

bebarapa bentuk penjatuhan, antara lain:

a. Menjatuhkan dua pidana pokok
dijatunkan  sckaligus untuk satu
perbuatan, misalnya pidana penjara
dan pidana deda.

b. Menjatuhkan  satu  pidana pokok
dengan satu pidana pokok lainnya



sehagai alternatif pidana, misalnnya
pidana penjara atau pidana denda saja.

c. Menjatuhkan satu pidana pekek dan
satu pidana tambahan sekaligus,
misalnya pidana penjara dan pidana
tambahan berupa perampasan harta
milik terpidana sebagai pengganti
kerugian negara.

Sejak zaman dahulu telah dikenal
hukuman mati, baik pada zaman hukuman
Remawi, Yunani Jerman. Peslaksanaan
hukuman mati pada waktu tersebut adalah
sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar
Remawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero
yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana
mati pada orang kristen dsngan cara
mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar
sampai mati. (Prasatyo, 2014)

Pidana mati dapat dijatuhkan kepada
setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya  diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekenamian negara sebagaimana
ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang
dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun
yang dimaksudkan dalam keadaan tertentu
itu menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU
PTPK adalah sebegai pemberatan bagi
pelaku tindak pidana koerupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana
yang diperuntukkan bagi psnanggulangan
keadaan bahaya, bencana alam nasisnal,
penanggulangan akibat kerusuhan sesial yang
meluas, penanggulangan krisis ckenemi dan
meneter dan penanggulangan tindak pidana
karupsi. (Mulyadi, 2007)

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati,
aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa
dan hakim, haruslah cermat dalam melihat
apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh pelaku tersebut dilakukan dalam
keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan
ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK
memang telah terdapat instrumen hukum
yang mengatur bagaimana korupter dapat
dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui
Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan
sebagai berikut: Dalam hal tindak pidana
kerupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana
mati dapat dijatuhkan.

Akan  tetapi, penjatuhan pasal ini
tidaklah dapat dijatuhkan secara mandiri
karena harus mengacu atau dipenuhinya

terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat
pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
Hal ini dapat dilihat dari kstentuan Pasal 2
ayat (2) UU PTPK yang merumuskan ...
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan ...”. Ketentuan yang ada di Pasal
(2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan
sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi
pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1)
UU PTPK yang ancaman sanksi pidananya
berupa penjara dan denda yang bersifat
kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam
menjatuhkan venis terhadap kerupter dengan
menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK,
namun faktanya di dalam sejarah peradilan
Indenesia belum pernah ada putusan yang
men-jounto-kan pasal tersebut dengan Pasal 2
ayat (2) UU PTPK.

Pclaksanaan pidana mati yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap, harus
dengan  Kkeputusan  presiden, meskipun
terpidana menalak untuk memohon grasi dari
presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang-Undang Grasi No.3 Tahun
1950 L.N. Neo. 40 Tahun 1950.
Ditentukannya ketentuan ini di dalam
Undang-Undang  Grasi  berarti  bahwa
terpidana tidak memohen grasi niscaya
kesalahan hakim sejauh mungkin harus
dicegah dengan cara turun tangannya
presiden.

Bukan berarti turun tangannya presidsn
terssbut mencampuri bidang peradilan, tetapi
suatu upaya hukum yang khas di luar hukum
acara pidana, yang menjadi wewsnang
khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD
1945 dan peraturan pelaksanaan yang diatur
dalam Undang-Undang Grasi tersebut.

Apabila ternyata dalam  Keputusan
Presiden, pidana mati tersebut tetap akan
dilaksanakan, pidana mati tersebut harus
mendasari ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Nba 2 Pnps Tahun 1964.

Pelaksanaan pidana mari dilakukan
dengan ditembak sampai mati, cara-cara
pelaksanaan  untuk  terpidana  justiabel
peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai
dengan Pasl 16 Undang-Undang Ne 2 Pnps
Tahun 1964, sedang untuk terpidana yustabel
peradilan militer diatur dalam Pasal 17.
Dengan keluarnya Undang-Undang No 2
Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11
KUHP sudah tidak berlaku. (Prasetye, 2014)

Pemberantasan kerupsi merupakan salah
satu agenda reformasi di bidang hukum



sebagaimana ditegaskan dalam Katetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indenssia Nomar XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kbolusi, dan Nepotisme.
Reformasi hukum merupakan eclemen penting
dalam  memberantas  korupsi  untuk
memulihkan kepercayaan publik (dalam
negeri  maupun internasienal) terhadap
supremasi hukum dan lembaga-lembaga
penegak hukum.(Mas, 2014)

Dalam ensiklopedia Indenesia disebut
Koerupsi dari bahasa latin corruption =
penyuapan; corruptere = merusak, gejala
dimana para pejabat, badan-badan negara
menyalahgunakan wewenang dengan
terjadinya  penyuapan, pemalsuan serta
ketidakberesan lainnya.

Secara harfiah  kerupsi  merupakan
sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika
membicarakan tentang kerupsi memang kan
menemukan kenyataan semacam itu karena
kerupsi menyangkut segi-segi moral, sifat,
dan keadaan yang busuk, jabatan dalam
instansi atau aparatur  pemerintah,
penyelewengan kekuasaan dalam jabatan
karena pemberian, facter ckonomi dan
politik, serta penempatan keluarga atau
goelengan ke dalam kedinasan dibawah
kekuasaan jabatannya. (Hartanti, 2016)

Pada umumnya tindak pidana ksrupsi
telah dilakukan erang dengan berulang kali
melakukan satu atau beberapa tindakan
dalam suatu jangka waktu yang relatif lama,
sehingga yang dilakukan wrang tersebut
biasanya tidak dapat dipandang sebagai satu
tindak pidana melainkan sebagai suatu
samenloep atau suatu gabungan  dari
beberapa kejahatan, baik dalam bentuk
concursus idedlis atau suatu eendaadse
samenloop seperti yang dimaksudkan dalam
Pasal 63 ayat (1) KUHP maupun dalam
bentuk  concursus  redlis atau  suatu
meerdaadse samenloop seperti yang oleh
pembentuk undang-undang telah  diatur
dalam Pasal 65 sampai dsengan Pasal 71
KUHP, ataupun sebagai suatu veortgezstte
handeling atau suatu tindakan berlanjut
separti yang dimaksudakan dalam Pasal 64
ayat (1) KUHP.

Baik pada samenleop maupun voortgezette
handeling seperti yang dimaksudkan diatas
selalu telah melakukan lebih dari satu tindak
pidana, dan untuk menentukan  saat
dimulainya tenggang waktu gugurnya hak

untuk melakukan penuntutan pidana karena
kadaluarsa, harus berpedeman paa hari
terakhir dilakukannya tindak pidana yang
terakhir woleh pelaku, sshingga tenggang
waktu gugrnya hak untuk melakukan
tuntutan pidana karena kadaluarsa pada
samenloop atau veartgezette handeling harus
dihitung mulai hari berikutnya setelah hari
terakhir dilakukannya tindak pidana yang
terakhir eleh pelaku. (Lamintang, 1984)

METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian nermatif dapat
dikaji dari pandangan para ahli hukum,
Sverjond  Seekante dan  Sri Samuji
berpendapat pengertian penelitian nermatif
atau disebut juga penelitian  hukum
kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data seckundsr belaka”.
Pengertian ini difekuskan pada bahan yang
digunakan di dalam penelitiannya. Bahan
yang diteliti di dalam hukum penelitian
nermatif adalah bahan pustaka atau data
sekunder. Dari pengertian penelitian hukum
nermatif tersebut yang penulis lakukan
adalah penelitian nermatif. Suatu penelitian
hukum narmatif pada hakikatnya
menekankan pada metede deduktif sebagai
pegangan utama, dan metode induktif sebagai
tata kerja penunjang.

Adapun data yang diperalesh melalui
kajian normatif  adalah mempergunakan
bahan-bahan kepustakaan ssebagai sumber
data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari
penglitian nermatif adalah:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari
data sesial maupun dari data hukum
positif tertulis;

2. Merumuskan
hukum;

3. Pembentuakan standar-standar hukum;
dan

4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Adapun metade pengumpulan data dalam

penelitian  ini  adalah  meliputi  studi

kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan
kajian secara kritis bahan-bahan yang
berkaitan dengan masalah yang penulis
angkat dalam penglitian, bahan-bahan
pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci
secara sistematis dan dianalisis secara

deduktif. (Nasution, 2008)

Jadi kajian kepustakaan yang Penulis
gunakan menyangkut tentang bahan primer,

pengertian-pengertian



sekunder dan tersier yang berkaitan dengan
yang penulis angkat. Karaktaristik utama
penelitian ilmu hukum noermatif dalam
melakukan pengkajian hukum adalah bahan
hukum bukan data atau fakter sosial, karena
dalam penelitian ilmu hukum narmatif yang
dikaji adalah bahan hukum yang berisi
aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-
bahan hukum tersebut terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri tindak pidana
korupsi di Indnoesia sudah begitu meluas dan
menjalar ke segala lini kehidupan, baik di
ranah politik, ckeanomi, sesial, budaya,
olahraga, bahkan agama dan
perkembangannya pun seolah tidak pernah
surut, baik dari jumlah kasus yang terjadi,
jumlah kerugian keuangan nesgara, maupun
dari segi kualitas tindak pidana karupsi.
Tindak pidana korupsi telah menysbabkan
sejumlah kerugian besar keuangan negara
schingga dapat menghancurkan kehidupan
kesejahteraan sesial bangsa dan negara,
meskipun secara fisik dan kasat mata tindak
pidana karupsi ini memang seperti tidak
berpengaruh langsung yang mengakibatkan
Sesedbrang jatuh korban atau secara tidak
langsung merugikan Sesedrang, misalnya
Sesedrang melakukan penyuapan,
masyarakat tidak akan merasa dirugikan dan
hartanya tidak akan dirampas secara
langsung. namun, sscara tidak langsung
masyarakat telah mengalami  kerugian.
Keuangan negara yang dikerupsi sesearang
yang  Scjatinya  untuk  kemashalatan
masyarakat hilang dalam sckejap, masyarakat
telah  kehilangan  hak-haknya  untuk
menikmati hasil dari kegunaan keuanga n
negara tersebut.

Pada hakikatnya aset-aset kekayaa n
negara merupakan Kkekayaan yang berasal
dari dana masyarakat, sshingga sudah
Sepantasnya masyarakat berhak atas hasil
dari kekayaan negara tersebut. Dengan
pelaku mengembalikan asst-aset terssbut
diharapkan akan berdampak langsung dalam
memulihkan  keuangan  negara  atau
perekenemian  negara yang  akhirnya
bermuara kepada kessjahteraan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.

namun upaya pengembalian asect-aset
kekayaan negara yang dikerupsi cendsrung
tidak mudah untuk dilakukan karena para
pelaku tindak pidana kerupsi memilik akses
yang luar biasa luas dan sulit dijangkau
dalam menyembunyikan hasil tindak pidana
korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit
karena  tempat  penyembunyian  hasil
kejahatan terssbut telah melampaui lintas
batas wilayah negara. Bagi negara-negara
berkembang, khususnya Indnoesia, untuk
menembus berbagai permasalahan
pengembalian  asst yang  menyentuh
ketentuan-ketentuan hukum negara-negara
besar akan terasa sulit. Terlehih jika
Indnossia  tidak  memiliki  hubungan
kerjasama yang baik dengan negara tempat
asat curian tersebut disimpan.

Meskipun upaya pengembalian aset-asst
kekayaan negara yang dikarupsi cendsrung
tidak mudah untuk dilakukan, namun
Pemerintah Indnoesia haruslah senantiasa
terus mengupayakannya, menurut A. Djoko
Sumaryante  (Sumaryant2009, o) hal ini
dikarecnakan:

1. Dana atau aset yang dikarupsi
tersebut adalah harta kekayaa n
negara  Indn@esia  yang  harus
diperuntukan bagi  pembangunan
dalam upaya meningkatkan
kemakmuran dan  kessjahteraan
rakyat Indnoesia. Tindak pidana
karupsi telah mengakibatkan
hilangnya kesempatan rakyat
Indneesia untuk menikmati  hak-
haknya dan menempatkan scbagian
besar rakyat hidup di bawah garis

kemiskinan;
2. negara memiliki kewajiban untuk
melindungi dan menciptakan

kesejahteraan bagi rakyatnya melalui
pencapaian alternatif sumber
pendanaan. Salah satu  sumber
pendanaan tersebut harus diambil
dari dana atau aset hasil tindak
pidana kerupsi;

3. Upaya pengembalian asst memiliki
makna preventif terletak pada
pengungkapan kepada publik bahwa
tidak ada tempat yang aman di dunia
bagi para pelaku tindak pidana
karupsi. Sedangkan makna represif
terletak pada pemidanaan para pelaku
tindak pidana karupsi;



4. Indneesia telah meratifikasi UnCAC,
schingga tersedia landasan hukum
Internasineal untuk melaksanakan
kerja sama internasineal dalam upaya
pengembalian aset hasil tindak
pidana karupsi.

Di dalam knesideran menimbang UU
TPTK, juga telah dinyatakan bahwa tindakan
pidana karupsi sangat merugikan keuanga n
negara atau perekenemian negara dan
menghambat pembangunan nasinval, serta
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan
pembangunan nasindal yang menuntut
afisiensi tinggi. Maka dari sinilah menurut
nur Basuki Minaran (Basuki, 2009)
berpendapat bahwa esensi  pengaturan
pemberantasan kerupsi menyangkut dua hal
paling pakoek yaitu sebagai langkah preventif
dan langkah represif, dalam arti:

Langkah preventif tersebut terkait
dengan adanya pengaturan pemberantasan
tindak  pidana  korupsi, harapannya
masyarakat tidak melakukan tindak pidana
kerupsi.

Langkah represif tersebut meliputi
pemberian sanksi pidana yang berat kepada
pelaku  dan  sekaligus  mengupayakan
semaksimal mungkin kerugian negara yang
telah dikarup bisa kembali.

Upaya maksimal pengembalian kesrugia n
negara terssbur dapat dikaji dalam pasal-
pasal UU PTPK, misalnya di Pasal 32 ayat
(2) UU PTPK merumuskan bahwa: “putusan
bebas dalam perkara tindak pidana koerupsi
tidak menghapusakn hak negara untuk
menuntut  Kerugian  terhadap  Kkerugian
keuangan negara.” Melalui Pasal 32 ayat (2)
UU PTPK ini memberikan kesempatan pihak
penuntut umum untuk mengajukan gugatan
perdata demi mengembalikan kerugian
keuangan negara akibat tindak pidana
korupsi terhadap perkara karupsi yang telah
diputus bebas.

Di samping itu menurut Pasal 33 dan
Pasal 34 UU PTPK, dalam hal tersangka
meninggal dunia, negara dapat mengajukan
gugatan keperdataan kepada ahli warisnya.
Ketentuan-ketentuan ini tentunya mengingat
Indnoesia masih dalam Kkategori negara
berkembang, maka untuk itulah
pengembalian aset-asst kekayaan negara
merupakan suatu hal yang penting karena
untuk  mempelancar  pertumbuhan  dan
kelangsungan pembangunan nasineal yang
menuntut efisiensi tinggi.

Dengan demikian, ratio legis yang
terkandung dalampembentukan UU TPTK
adalah bagaimana upaya optimal aparat
penegak hukum untuk mengembalikan atau
menyelematkan aset-asst kekayaan yang
dimiliki negara yang telah dikarupsi,
sehingga para korupter dituntut untuk
mengembalikan segala aset-asst kekayaa n
negara yang telah dikorupsinya kepada
negara, serta untuk menciptakan efek jera
bagi pelaku dan/atau caln® pelaku tindak
pidana karupsi.

Dapat pula dikatakan bahwa ratio legis
tersebut berlandaskan pada prinsip dasar
”berikan kepada negara yang menjadi hak
negara dan berikan kepada rakyat apa yang
menjadi hak rakyat”. (Djek2009, o) Di dalam
hak negara terkandung pula kewajiba n
negara Yyang merupakan hak individu
masyarakat dalam mencapai kesejahteraan
bersama.

Pengertian pemidanaan menurut natangsa

Surbakti (Surbakti, n.d.) dibedakan menjadi

dua yaitu:

1. Pemidanaan  dalam  arti  abstrak
(pemidanaan in ansrtracto), yaitu dengan
ditstapkannya di dalam undang-undang
perbuatan-perbuatan  tertentu  sebagai
perbuatan yang dilarang disertai ancaman
pidana, atau dengan ditetapkannya
perbuatan-perbuatan  tertentu  sebagai
tindak pidana di dalam undang-undang,
maka diharapkan warga masyarakat akan
mengerti dan menyesuaikan diri sehingga
tidak melakukan perbuatan-perbuatan
yang telah dilarang dan diancam pidana;

2. Pemidanaan dalam arti knokrit
(pemidanaan in checret), yaitu bilamana
setelah suatu undang-undang pidana
dibuat dan diberlakukan ternyata ada
arang yang melanggarnya, maka melalui
preses peradilan pidana ®rang terssbut
dijatuhi pidana.

Lebih lanjut Muladi dan Barda nawawi
(Surbakti, mn.d.) menambahkan dengan
memberikan unsur-unsur dari pemidanaan,
yaitu;

a. Pada hakikatnya merupakan suatu

pengenaan penderitaan atau nestapa;

b. Diberikan dengan sengaja olsh arang

atau badan yang  mempunyai
kekuasaan untuk itu;

c. Dikenakan kepada seseerang yang

telah melakukan tindak pidana
menurut ketentuan yang ada.



Istilah pemidanaan berasal dari kata
pidana. Menurut Simnpos, pidana adalah
“suatu penderitaan yang elsh undang-undang
pidana telah dikaitkan dengan pclanggaran
terhadap suatu onrma yang dengan suatu
putusan hakim telah dijatuhkan bagi
seseorang yang bersalah.” (Lamintang, 1984)
Roeslan Saleh merefleksikan pidana sebagai
”reaksi atas delik yang berwujud nestapa elsh
negara. Sedangkan AIf Ross, pidana
ditunjukan pada sesedrang yang melakukan
perbuatan tercela dengan berupa
penderitaan”. (Muladi, 1998) (Sedangkan ciri-
ciri pidana itu sendiri menurut Didik endro
Purwoleksanp, (endr2008, o) antara lain:

a. Pada hakikatnya merupakan suatu
pengenaan pendsritaan/nestapa/
derita/akibat-akibat lain yang tidak
menyasnangkan;

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja eleh
arang/badan yang berwenang;

¢. Pidana itu dikenakan kepada sesearang
yang telah melakukan tindak pidana
menurut undang-undang.

Pada dasarnya apabila  Ketentuan
Undang-Undang 31. on Tahul999 n jo
Undang-Undang 20. ®n Tahu2001 n ditilik
secara lsbih intens, dstail dan terinci,
sebenarya jenis-jenis penjatuhan pidana yang
dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa
Tindak Pidana Kerupsi dapat berupa:

1) Terhadap srang yang melakukan tindak
pidana kerupsi

2) Terhadap tindak pidana yang dilakuka n
oleh atas nama suatu kerparasi (Mulyadi,
2007)

Sanksi pidana adalah suatu akibat
tertentu yang dikenakan sepada sesedrang
karena perbuatannya yang memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum
pidana. Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat
dikenakan bagi pelaku tindak pidana kerupsi
adalah sanksi pidana yang terdapat di Pasal
10 KUHP dan sanksi pidana yang terdapat di
UU PTPK antara lain:

1) Pidana pokek yang meliputi:

a) Pidana mati;

b) Pidana penjara dengan  batas

ketentuan maksimum dan minimum;

c) Pidana denda dengan  batas

ketentuan maksimum dan minimum.

2) Pidana tambahan yang meliputi:

a) Pencabutan hak-hak tertentu;

b) Perampasana barang-barang

tertentu;

€) Pengumuman putusan hakim;

d) Perampasan barang bergerak yang
berwujud atau yang tidak bsrwujud
atau barang tidak bergerak yang
digunakan untuk atau yang
diperaleh dari tindak pidana kerupsi,
termasuk perusahaan milik
terpidana di mana tindak pidana
korupsi dilakukan, begitu pula dari
barang yang mengantikan barang-
barang tersebut;

e) Pembayaran uang pengganti yang
jumlahnya sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang
dipereleh dari tindak pidana karupsi;

f) Penutupan seluruh atau sebagian
perusahaan untuk waktu paling lama
satu tahun;

g) Pencabutan seluruh atau ssbagian
hak-hak tertentu atau psnghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat
diberikae nleh Pemerintah kepada
terpidana;

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati,
aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa
dan hakim, haruslah cermat dalam melihat
apakah tindak pidana karupsi yang dilakuka n
oleh pelaku tersebut dilakukan dalam
keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan
ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK
memang telah terdapat instrumen hukum
yang mengatur bagaimana kerupter dapat
dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui
Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan
sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana
mati dapat dijatuhkan.

Akan tetapi, penjatuhan pasal ini
tidaklah dapat dijatuhkan secara mandiri
karena harus mengacu atau dipenuhinya
terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat
pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.
Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2
ayat (2) UU PTPK yang merumuskan ...
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan ...”. Ketentuan yang ada di Pasal
(2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan
secbagai alasan pemberatan ancaman sanksi
pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1)
UU PTPK yang ancaman sanksi pidananya
berupa penjara dan denda yang bersifat
kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam
menjatuhkan vnois terhadap kerupter dengan



menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK,
namun faktanya di dalam scjarah peradilan
Indnossia belum pernah ada putusan yang
men-jounta-kan pasal tersebut dengan Pasal 2
ayat (2) UU PTPK.

Sanksi pidana mati dapat diterapkan
apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terpenuhi dahulu.
Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
dinyatakan sebagai berikut:

Setiap ®rang yang Secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau wrang lain yang suatu
kerporasi yang dapat merugikan keuanga n
negara atau perekenemian negara, dipidana
dengan pidana penjara ssumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (esmpat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat di dalam
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK antara lain:

1. Setiap vrang;

2. Secara melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri, srang lain,
atau suatu kerporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau
perekenamian negara.

Munculnya bgberapa pihak  yang
meonlak penjatuhan sanksi pidana mati
dengan mengatasnamakan HAM perlu dilihat
lebih cermat, HAM tidak boleh dilihat
secbelah mata. Sering kali argumentasi yang
pertama kali mereka Instarkan adalah
penjatuhan  sanksi pidana mati telah
melanggar hak hidup, namun jika dicermati
sesungguhnya  kejahatan-kejahatan  yang
diancam dengan sanksi pidana mati adalah
justru  kejahatan-kejahatan yang secara
langsung maupun tidak langsung menyerang
hak untuk hidup, yang tak lain adalah hak
yang justru menjadi dasar pembelaan paling
utama dari pandangan yang menghendaki
dihapuskannya sanksi pidana mati tersebut.

SIMPULAN

Pengaturan sanksi pidana mati di dalam
UU PTPK tercantum di dalam Pasal 2 ayat
(2) nya yang merumuskan “dalam hal tindak
pidana karupsi ssbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu
pidana mati dapat dijatuhkan”. Dari rumusan
pasal ini terlihat bahwa untuk dapat
diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK

diwajibkan terlsbih dahulu untuk memenuhi
ketentuan yang terdapat di dalam rumusan
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Keadaan tertentu
yang dimaksud adalah keadaan yang dapat
dijadikan alasan pemberatan pidana bagi
pelaku tindak pidana koerupsi yaitu apabila
tindak pidana tersebut dilakukan terhadap
dana-dana  yang  diperuntukkan  bagi
penanggulangan keadaan bahaya, bencana
alam nasional, penanggulangan akibat
kerusuhan sosial yang meluas,
penanggulangan krisis ekenami dan moneter,
dan pengulangan tindak pidana korupsi. Di
samping ketentuan Pasal 2 UU PTPK,
ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku
tindak pidana korupsi dapat pula diksnakan
terhadap tindak pidana atas ketentuan yang
terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan
bahwa: “Indencsia adalah negara hukum”.
Kensekuensi negara hukum adalah adanya
perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk
hudup. Hak untuk hidup diatur di dalam
Pasal 28 A dan Pasal 28 | ayat (1) UUD
1945. Meskipun hak hidup telah dijamin sleh
kanstitusi, namun konstitusi Indenesia tidak
menganut asas kemutlakan HAM, hal ini
dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat
(2) UUD sebagai pasal penutup bab tentang
HAM. Dengan ditsmpatkannya pasal ini
scbagai pasal penutup berarti telah memberi
tafsir bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 |
yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan
pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal
28 J UUD 1945. Dengan demikian,
penjatuhan sanksi pidana mati untuk keruptoer
yang selama ini terhalangi oleh persealan
HAM, khususnya hak hidup dapat
ditegakkan.
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